
BUPATIKARANGASEM 

PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 14 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

Menimbang a. bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar 
organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar 
kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar 
jenis, an tar objek, an tar rincian objek dan/ atau sub 
rincian objek; 

b. bahwa penempatan alokasi anggaran pada rekening 
belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) belum sesuai dengan 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 10 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 
12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu dilakukan 
pergeseran; 

c. bahwa memperhatikan adanya usulan penyesuaian dan 
pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek 
belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian 
anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus 
Fisik (OAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (OAK 
Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta 
penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang 
didanai dari anggaran transfer lainnya perlu 
ditindaklanjuti melalui pergeseran anggaran, maka 
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lambang Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6187); 

9. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

N omor 1 7 1 ,  Tam bah an Lem baran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5340); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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14.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai 
Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177);  

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516 5 ) ;  

20 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 012  tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 



5 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 63); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); rt 

1 �it- 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) ;  

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781) ;  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 6); 

35 . Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak 
Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 7); 

37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 4; 
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38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2 0 1 1  tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2 0 1 1  tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 4); 

39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak 
Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3); 

40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011  tentang 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 7); 

41. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2 0 1 1  tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3); 

42 . Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 
2 0 1 1  ten tang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 

43 . Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak 
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2011  Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ,.J Karangasem Nomor 16); // 

4 1i  
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44. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak 
Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2 0 1 1  Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 

45. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak 
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten 
Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
17 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Restoran (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 3); 

46. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak 
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten 
Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
18 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Hiburan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 5); 

4 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak 
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 16); 

48 . Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak 
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2 0 1 1  Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 17); 

49. Peraturan Daerah Nomor 21  Tahun 2 0 1 1  ten tang 
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 2 1 ,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18) ;  

50. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011  Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 19) ; 
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5 1 .  Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
{Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  
Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 20); 

52. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 21 ) ;  

53. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 22); 

54. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2 0 1 1  Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 18,Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16); 

55. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah {Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 15); 

56. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan {Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 5); 

57. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem 6); 
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58. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 13); 

59. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 

60. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 12 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 12); 

61. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) ; 

62. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 2); 

63. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 5); 

64. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 2); 

65. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem p 
Nomor 4); / \  

{ 
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66. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta 
Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 13); 

67. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61) .  

MEMUTUSKAN : 

tentang 
Fungsi, 
Daerah 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 
2022. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Dearah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 
Nomor 60) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

( 1 )  Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 
1 .208.811 .753.091 ,00 (Satu triliyun dua ratus delapan milyar 
delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu 
sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 
direncanakan sebesar Rp.770.400.046.404,00 (Tjuh ratus tujuh 
puluh milar empat ratus ju.ta empat puluh enam rib empat ratus 
empat rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
huruf b direncanakan sebesar Rp.412.611 .833.286,00 (Empat 
ratus dua belas milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus tiga 
puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf c 
direncanakan sebesar Rp .0,00. 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
direncanakan sebesar Rp.0,00. huruf � 

{ l#  
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(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e 

direncanakan sebesar Rp.18.029.473.401,00 (Delapan belas 
milyyar dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu 
empat ratus satu rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf f direncanakan sebesar Rp.7.770.400.000,00 (Tujuh milyar 
tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah). 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

( 1 )  Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat ( 1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 
770.400.046.404,00 (Tujuh ratus tujuh puluh milar empat ratus 
juta empat puluh enam ribu empat ratus empat rupiah). yang 
terdiri atas: 
a. Belanja gaji dan tunjangan ASN; 
b. Belanja tambahan penghasilan PNS; 
c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

lainnya ASN; 
d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD; 
e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH 

f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta 
KDH/WKDH; dan 

g. Belanja Pegawai BLVD. 

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp.463 .101.993.973,00 
(Empat ratus enam puluh tiga milyar seratus sat juta sembilan 
ratus sembilan puluh tiga rib sembilan ratus tujuh puluh tiga 
rupiah). 

(3) Belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp.86.613 .057.599,00 
(Delapan puluh enam milar enam ratus tiga belas juta lima puluh 
tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). 

(4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 
objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf 
c direncanakan sebesar Rp.167.603.169.793,00 (Seratus enam 
puluh tujuh milyar enam ratus tiga juta seratus enam puluh 
sembilan rib tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah). 

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar Rp.31.828 .344.120,00 
(Tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga 
ratus empat puluh empat rib seratus dua puluh rupiah). 

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf e direncanakan sebesar Rp.887.880.919,00 
(Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu 
sembilan ratus dua belas rupiah). 
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(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf f direncanakan 
sebesar Rp.852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta 
rupiah). 

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf g direncanakan sebesar Rp.19.513.600.000,00 (Sembilan 
belas milyar lima ratus tiga be las juta enam ratus ribu rupiah). 

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1 )  huruf a direncanakan sebesar 
Rp.463.101.993.973,00 (Empat ratus enam puluh tiga milyar 
seratus satu juta sembilan ratus sembilan puZuh tiga ribu sembilan 
ratus tujuh puluh tiga rupiah). yang terdiri atas: 
a. Belanja gaji pokok ASN; 
b. Belanja tunjangan keluarga ASN; 
c. Belanja tunjangan jabatan ASN; 
d. Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN; 
e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN; 
f. Belanja tunjangan beras ASN; 
g. Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN; 
h. Belanja pembulatan gaji ASN; 
1. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN; 
J. Belanja iuran jaminan kematian ASN; 
k. Belanja iuran jaminan kematian ASN: dan 
1. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan 

rakyatASN. 

Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.656.051.827,00 (Tiga 
ratus empat puluh empat miZyar enam ratus lima puluh enam ju.ta 
lima puluh satu ribu deZapan ratus dua puluh tujuh rupiah). 

Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp.32.940.147.566,00 
(Tiga puluh dua miZyar sembiZan ratus empat puluh juta seratus 
empat puluh tujuh ribu Zima ratus enam puluh enam rupiah). 

Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf c direncanakan sebesar Rp.4.700.555.423,00 
(Empat milyar tujuh ratus ju.ta lima ratus lima puluh lima rib 
empat ratus dua puluh tiga rupiah). 

Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf d direncanakan sebesar 
Rp.29.038.214.100,00 (Dua puluh sembilan milyar tiga puluh 
delapan juta dua ratus empat belas ribu seratus rupiah). 

Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  huruf e direncanakan sebesar Rp.3.880.018.067,00 
(Tiga milar delapan ratus delapan puluh juta delapan belas ribu 
enam puluh tujuh rupiah). 
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(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  huruf f direncanakan sebesar Rp.19.229.631.789,00 
(Sembilan belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam 
ratus tiga puluh sat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan 
rupiah). 

(8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  huruf g direncanakan sebesar 
Rp.1.080.617.150,00 (Satu milyar delapan puluh juta enam ratus 
tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah). 

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  huruf h direncanakan sebesar Rp.8.315.806,00 (Delapanjuta 
tiga ratus lima belas ribu delapan ratus enam rupiah). 

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  huruf i direncanakan sebesar 
Rp.21.882.634.081,00 (Dua puluh satu milyar delapan ratus 
delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan 
puluh satu rupiah). 

( 1 1 )  Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf j direncanakan sebesar Rp .857 .913.986,00 
(DeZapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu 
sembilan ratus delapan puluh enam rupiah). 

(12 )  Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  hurufk direncanakan sebesar Rp .2.475.454.671,00 
(Dua milar empat ratus tujuh puluh Zima juta empat ratus Zima 
puluh empat rib enam ratus tujuh puluh satu rupiah). 

(13 )  Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat 
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf I direncanakan 
sebesar Rp.2 .352.439 .507 ,00 (Dua milyar tiga ratus Zima puluh 
dua juta empat ratus tiga puluh sembilan rib lima ratus tujuh 
rupiah). 

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1 )  Anggaran belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 86 .613.057.599,00 (Delapan puluh enam milar enam ratus 
tiga belas juta lima puluh tujuh rib lima ratus sembilan puluh 
sembilan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; 
b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; 
c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; 
d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 

ASN ;dan 
e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN. 

(2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 2 .553 .300,639,00 (Dua miZyar lima ratus Zima puluh 
tiga juta tiga ratus ribu enam ratus tigapuluh sembiZan rupiah). r:/1 

4 I  
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(3) Belanja tarnbahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas 
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 0,00. 

(4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 34.837.306.560,00 (Tiga puluh empat miZyar deZapan 
ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam rib lima ratus enam 
puluh rupiah). 

(5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 7.357.931.491,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh 
tujuh juta sembilan ratus tiga puZuh satu ribu empat ratus 
sembilan puluh satu rupiah). 

(6) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 48.650.920.506,00 (Empat puluh delapan milyar 
enam ratus lima puluh juta sembiZan ratus dua puluh ribu lima 
ratus enam rupiah). 

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

( 1 )  Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 
objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat 
( 1 )  huruf c direncanakan sebesar Rp.167.603.169.793,00 
(Seratus enam puZuh tujuh milar enam ratus tiga juta seratus 
enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), 
yang terdiri atas: 
a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah; 
b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi: 
c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD: 
d. Belanja Tarnbahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD: 
e. Belanjajasa pelayanan kesehatan bagi ASN: dan 
f. Belanja honorarium. 

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 4 .626.714 .219,00 (Empat milyar enam ratus dua 
puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus sembilan 
belas rupiah). 

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 969.472.181,00 (Sembilan ratus enam puluh sembilan 
juta empat ratus tujuh puZuh dua ribu seratus deZapan puZuh satu 
rupiah). 

(4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar Rp. 
147.307.764 .692,00 (Seratus empat puZuh tujuh milyar tiga ratus 
tujuh juta tujuh ratus enam puZuh empat rib enam ratus sembilan 
puluh dua rupiah). 
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(5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 1.592.000.000,00 (Satu milyar lima ratus sembilan 
puluh dua juta rupiah). 

(6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e direncanakan sebesar Rp. 
12.826.779.254,00 (Dua belas milar delapan rats dua puluh 
enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan rib dua ratus Zima 
puluh empat rupiah). 

(7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 280.439.447,00 (Dua rats delapan 
puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat 
puluh tujuh rupiah). 

6. Ketentuan Pasal 2 1  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 1  

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1 )  huruf e direncanakan sebesar 
Rp. 887.880.919,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus 
tujuh beZas ribu sembilan ratus dua belas rupiah). yang terdiri 
atas: 
a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH; 
b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH; 
c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH; 
d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH; 
e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH; 
f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH; 
g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH; 
h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; 
1. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; 
J -  Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak 

daerah; dan 
k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan 

retribusi daerah bagi KDH/WKDH. 

(2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp.59.865.000,00 {Lima 
puluh sembilan juta delapan rats enampuZuh Zima ribu rupiah). 

(3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp.7 .576.325,00 
(Tujuh ju.ta Zima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh 
lima rupiah). 

(4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.105.300 .000,00 
(Seratus Zima ju.ta tiga ratus ribu rupiah). 

(5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar Rp.11.435.390 ,00 
(SebeZas juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan 
puluh rupiah). 
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(6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e direncanakan 
sebesar Rp.2.899.018,00 (Dua ju.ta delapan ratus sembilan puluh 
sembilan ribu delapan belas rupiah). 

(7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf f direncanakan sebesar Rp.2.286,00 (Dua ribu 
dua ratus delapan puluh enam rupiah). 

(8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf g direncanakan sebesar 
Rp.7.496.645,00 (Tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam 
rib enam ratus empat puluh Zima rupiah). 

(9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf h direncanakan 
sebesar Rp.239.850,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu 
delapan ratus Zima puluh rupiah). 

(10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf i direncanakan sebesar 
Rp.719.550,00 (Tjuh ratus sembilan belas ribu lima ratus Zima 
puluh rupiah). 

( 1 1 )  Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf j direncanakan 
sebesar Rp. 676.110.099,00 (Enam ratus tujuh puluh enam ju.ta 
seratus sepuluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah). 

( 1 2 )  Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi 
daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf k direncanakan sebesar Rp. 16.236.756,00 (Enam belas 
ju.ta dua ratus tiga puluh enam rib tujuh ratus lima puluh enam 
rupiah). 

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal24 

(1 )  

(2) 

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 5  ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 4 1 2 . 6 1 1. 8 3 3 . 2 8 6 , 0 0  (Empat ratus dua belas milyar enam 
ratus sebelas ju.ta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus 
delapan puluh enam rupiah). yang terdiri atas: 
a. Belanja barang; 
b. Belanja jasa; 
c. Belanja pemeliharaan; 
d. Belanja perjalanan dinas; 
e. Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/ pihak lain/ masyarakat; 
f. Belanja barang dan jasa BOS; dan 
g. Belanja barang dan jasa BLUD. 

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 71.816.468.663 ,00 (Tujuh puluh satu 
milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh 
delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). 
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(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 182.910.185.446,00 (Seratus delapan 
puZuh dua milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus deZapan 
puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 
c direncanakan sebesar Rp. 18.084.328.068,00 (Delapan belas 
milyar delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu 
enam puluh delapan rupiah). 

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.684.295.346,00 (Delapan 
belas milar enam ratus delapan puluh empat juta dua rats 
sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). 

(6) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak 
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.950.000.704,00 
(DeZapan beZas milyar sembiZan ratus lima puluh juta tujuh ratus 
empat rupiah). 

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  huruf f direncanakan sebesar Rp. 56.502.813.559,00 (Lima 
puluh enam milar lima ratus dua juta delapan ratus tiga beZas 
ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). 

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  huruf g direncanakan sebesar Rp. 45.663.741.500,00 (Empat 
puZuh ima milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus 
empat puluh satu ribu lima ratus rupiah). 

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 

(1)  Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.816.468.663,00 
(Tujuh puluh satu milar delapan ratus enam belas juta empat 
ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga 
rupiah). yang terdiri atas: 
a. Belanja barang pakai habis; dan 
b. Belanja barang tak habis pakai. 

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.816.423.663,00 (Tujuh 
puZuh satu milar delapan ratus enam belas juta empat ratus dua 
puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). 

(3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.000,00 (Empat puluh 
lima ribu rupiah) 
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9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 26 

( 1 )  Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 182.910.185.446,00 
(Seratus delapan puluh dua miZyar sembiZan ratus sepuZuh ju.ta 
seratus delapan puluh lima rib empat ratus empat puZuh enam 
rupiah). yang terdiri atas: 
a. Belanja jasa kantor; 
b. Belanja iuran jaminan/ asuransi; 
c. Belanja sewa tanah; 
d. Belanja sewa peralatan dan mesin; 
e. Belanja sewa gedung dan bangunan; 
f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi; 
g. Belanja sewa aset tetap lainnya; 
h. Belanja jasa konsultansi konstruksi; 
1. Belanja jasa konsultansi non konstruksi; 
J. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis 

serta pendidikan dan pelatihan; dan 
k. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN. 

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 99.483.972.611,00 (Sembilan puluh 
sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan 
ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah). 

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.239.700.252,00 
(Tujuh puluh tiga milar dua ratus tiga puluh sembilan ju.ta tujuh 
ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah). 

(4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 838.879.500,00 (Delapan ratus tiga 
puluh delapan ju.ta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima 
ratus rupiah). 

(5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.763.813.380,00 
(Satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga ju.ta delapan ratus tiga 
belas rib tiga ratus deZapan puluh rupiah). 

(6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.363.263.400,00 
(Sat milar tiga ratus enam puluh tiga ju.ta dua ratus enam puluh 
tiga ribu empat ratus rupiah). 

(7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf f direncanakan sebesar Rp. 49.000.000,00 
(Empat puluh sembilan ju.ta rupiah). 

(8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  huruf g direncanakan sebesar Rp. 154.054.000 ,00 
(Seratus lima puluh empat ju.ta Zima puluh empat ribu rupiah). 
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(9) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf h direncanakan sebesar Rp. 398.343.520,00 (Tiga 
rats sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga rib 
lima ratus dua puluh rupiah). 

(10) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  hurufi direncanakan sebesar Rp. 2.792.390.000,00 
(Dua milar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus 
sembilan puluh ribu rupiah). 

( 1 1 )  Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta 
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.455.501.583,00 (Sat milyar 
empat ratus lima puluh lima juta lima ratus satu ribu lima ratus 
delapan puluh tiga rupiah). 

(12)  Belanja jasa insentif bagi pegawai NON ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf k direncanakan sebesar Rp. 
1.323.867.200,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta 
delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). 

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27 

(1 )  Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat ( 1 )  huruf c direncanakan sebesar Rp. 
18.084.328.068,00 (Delapan belas milar delapan puluh empat 

juta tiga ratus dua puluh delapan rib enam puluh delapan 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; 
b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; 
c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan 
d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya. 

(2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf a direncanakan sebesar 
Rp.5.914.691.427,00 (Lima milar sembilan ratus empat belas 
juta enam ratus sembilan puluh sat ribu empat ratus dua puluh 
tujuh rupiah). 

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar 
Rp.9.815 .848.641,00 (Sembilan milyar delapan ratus lima belas 
juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat 
puluh sat rupiah). 

(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar Rp. 
2 .333 .788.000,00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh tigajuta tujuh 
ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). 

(5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 
(Dua puluh juta rupiah). 
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1 1 .  Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1)  huruf d yang terdiri atas Belanja perjalanan dinas 
dalam negeri, direncanakan sebesar Rp. 18.684.295.346,00 (Delapan 
belas milar enam ratus delapan puluh empat ju.ta dua ratus sembilan 
puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). 

12.  Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 29 

(1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada 
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat ( 1 )  huruf e direncanakan sebesar Rp. 
18.950.000.704,00 (DeZapan beZas miZyar sembiZan ratu.s Zima 

puluh juta tujuh ratu.s empat rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat; dan 
b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/ masyarakat. 

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 
lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a 
direncanakan sebesar Rp.9.383.694.465,00 (Sembilan milyar tiga 
rats delapan puluh tiga ju.ta enam ratus sembilan puluh empat 
rib empat rats enam puluh lima rupiah). 

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 
lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 9.566 . 3 0 6 . 2 3 9 , 0 0  (Sembilan milyar 
lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam ribu dua rats 
tiga puluh sembilan rupiah). 

13.  Ketentuan  Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal30 

(1 )  Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15  
ayat (1 )  huruf e direncanakan sebesar Rp. 18 .029.473.401 ,00 
(Delapan belas milar dua puZuh sembiZan ju.ta empat ratu.s tu.ju.h 
puluh tiga rib empat rats satu rupiah). yang terdiri atas: 
a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat; 
b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan 
c. Belanja Hibah Dana BOS; dan 
d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. 

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf a yang terdiri atas Belanja hibah uang 
kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar 
Rp.250.000.000,00 (Dua ratu.s lima puluh juta rupiah). 
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(3) Belanja hi bah kepada badan, lembaga, organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  huruf b direncanakan sebesar 
Rp.16.388.633.401,00 (Enam belas milyar tiga ratus delapan 
puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus 
satu rupiah). 

(4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 

(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf d direncanakan 
sebesar Rp.1.390.840.000,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan 
puluhjuta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). 

1 4 .  Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal32 

( 1 )  Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 16.388.633.401,00 (Enam belas milyar tiga ratus delapan 
puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus 
satu rupiah). yang terdiri atas: 
a. Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga yang Bersifat 

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

b. Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga Nirlaba, 
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan 
Terdaftar; dan 

c. Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga Nirlaba, 
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. 

(2) Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan Rp. 4 .677.430.000,00 (Empat milar enam 
ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh rib rupiah); 

(3) Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan 
Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; Rp. 

1.674.600.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta 
enam ratus ribu rupiah); dan 

(4) Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 
Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 10.036 .603.401,00 (Sepuluh 
milyyar tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu empat ratus satu 
rupiah). 

15 .  Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 38 

( 1 )  Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 166.456.993.928,00 (Seratus 
enam puluh enam milar empat ratus Zima puluh enam juta 
sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus aw 

delapan rnpiah), y=g te,diri ataS' { { fl, (r 
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a. Belanja modal peralatan dan mesin; 
b. Belanja modal gedung dan bangunan; 
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 
d. Belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp.41.674.766.949,00 
(Empat puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh 
ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan 
rupiah). 

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar 
Rp.34.287.890.692,00 (Tiga puluh empat milar dua ratus 
delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam 
ratus sembilan puluh dua rupiah). 

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar 
Rp.85.251.854.881,00 (Delapan puluh lima milyar dua ratus lima 
puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus 
delapan puluh satu rupiah). 

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf d direncanakan sebesar Rp.5.242.481.406,00 
(Lima milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan 
puluh satu ribu empat ratus enam rupiah). 

16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 

(1 )  Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)  huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 41.674.766.949,00 (Empat puluh satu milar enam ratus 
tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam rib sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja modal alat besar; 
b. Belanja modal alat angkutan; 
c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur; 
d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga; 
e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar; 
f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; 
g. Belanja modal alat laboratorium; 
h. Belanja modal komputer; 
1. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan 
J. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD. 

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf a direncanakan sebesar Rp.33.459.295,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus Zima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah). 

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.951.997.000,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuhjuta rupiah). � 

t 
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(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf c direncanakan sebesar Rp.1.273.152.000,00 
(Sat milar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh 
dua ribu rupiah). 

(5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf d direncanakan sebesar 
Rp.2.621.982.700,00 (Dua miZyar enam ratus dua puZuh satujuta 
sembilan ratus delapanpuluh dua ribu tujuh ratus rupiah). 

(6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf e direncanakan 
sebesar Rp.292.396.500,00 (Dua ratus sembilan puluh dua juta 
tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). 

(7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf f direncanakan sebesar 
Rp.7.492.469.090,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh 
dua juta empat ratus enam puZuh sembilan ribu sembilan puluh 
rupiah) 

(8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  huruf g direncanakan sebesar Rp.3.094.000.000,00 (Tiga 
milar sembilan puluh empat juta rupiah). 

(9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf h direncanakan sebesar Rp.3.234.846.829,00 (Tiga milyar 
dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puZuh enam 
rib delapan ratus dua puluh sembilan rupiah). 

(10)  Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf i direncanakan sebesar 
Rp.14.901.805.035,00 (Empat belas milyar sembilan ratus satu 
juta delapan ratus lima ribu tiga puluh lima rupiah). 

( 1 1 )  Belanja modal peralatan dan mesm BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf j direncanakan sebesar 
Rp.6.778.658.500,00 (Enam milar tujuh ratus tujuh puluh 
delapan juta enam ratus lima puZuh delapan ribu lima ratus 
rupiah). 

17.  Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 43 

( 1 )  Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat ( 1 )  huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 2.621.982.700,00 (Dua milar enam 
ratus da puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua rib 
tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja modal alat kantor; 
b. Belanja modal alat rumah tangga; dan 
c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat. 

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.641.640.200,00 (Satu milyar 
enam ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puZuh ribu� dua ratus rupiah). 

z t  
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(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp.400.850.000,00 (Empat 
ratus juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). 

(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar 
Rp.133.200.000,00 (Seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu 
rupiah). 

18. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 47 

( 1 )  Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 
3.234.846.829,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta 
delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh 
sembilan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja modal komputer unit; dan 
b. Belanja modal peralatan komputer. 

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp.2.844.643.748,00 (Dua 

milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus empat 
puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp.390.203.081,00 (Tiga 
ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu delapan puluh satu 
rupiah). 

19. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 50 

(1 )  Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 34.287.890.692,00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus 
delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam 
ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja modal bangunan gedung; 
b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan 
c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD. 

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.139.890.692,00 
(Tiga puluh satu milar seratus tiga puluh sembilan juta delapan 
ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). 

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp.104.000.000,00 
(Seratus empat juta rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar 
Rp.3.044.000.000,00 (tiga milyar empat puluh empat juta rupiah). 
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20. Ketentuan Pasal 5 1  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 1  

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat ( 1 )  huruf a, terdiri atas belanja modal bangunan 
gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp. 3 1 . 139 .890 .692 ,00 
(Tiga puluh satu milar serats tiga puZuh sembilan juta delapan ratus 
sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). 

2 1 .  Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

( 1 )  Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1 )  huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 85 .251 .854.881 ,00 (Delapan puluh lima milar dua ratus Zima 
puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat rib delapan rats 
delapan puluh sat rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja modal jalan dan jembatan; 
b. Belanja modal bangunan air; 
c . Belanja modal instalasi; dan 
d .  Belanja modal jaringan. 

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf a direncanakan sebesar Rp .81 .618 .884 .001 ,00 
(Delapan puluh sat milyar enam ratus deZapan belas juta delapan 
ratus delapan puluh empat ribu satu rupiah). 

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp.1 .729.382.480,00 (Sat 
milyar tujuh rats dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan 
puluh dua ribu empat rats delapan puluh rupiah). 

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf c direncanakan sebesar Rp.888 .000 .000 ,00 (Delapan ratus 
delapan puluh delapan jut a rupiah). 

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp.l.015.588.400,00 (Sat milyar 
lima belas juta Zima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus 
rupiah). 

22 .  Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 57 

( 1 )  Anggaran belanja modal instalasi 
Pasal 54 ayat ( 1) huruf c 
888.000.000,00 (Delapan ratus 
rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja modal instalasi air bersih/ air baku; dan 
b. Belanja modal instalasi pengolahan sampah . 

sebagaimana dimaksud dalam 
direncanakan sebesar Rp. 

delapan puluh delapan juta 

(2) Belanja modal instalasi air bersih/ air baku 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf a direncanakan 
100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). 

sebagaimana 
sebesar Rp. 
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(3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b direncanakan sebesar Rp. 
788.000.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh delapanjuta rupiah). 

23. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal80 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas: 
1 .  Lampiran I Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang 

diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan 
rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, 
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, 
dan rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penenma dan 
besaran hibah; 
Daftar nama penerima, alamat penerima dan 
besaran bantuan sosial; 
Daftar nama penerima, alamat penerima dan 
besaran bantuan keuangan bersifat umum dan 
bersifat khusus; 
Daftar nama penerima, alamat penerima dan 
besaran belanja bagi basil; 
Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi 
Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan 
DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

9 .  Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan 
Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan 
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD 
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

10. Lampiran X 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 
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2 4 .  Ketentuan Pasal 81  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 81 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APED yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Pasal II 

Pasal82 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 22 April 2022 
# BUPATI KARANGASEM,(t 

{ 1 G E D E  DANA 
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 22 April 2022 
SEKRETARIS D E  

BERITA DAERAH KAB PATEN KARANGASEM AHUN 2022 NOMOR 14 



KABUPATEN KARANGASEM 

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENU RUT KELOMPOK, 

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2022 

Lampiran I Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 14 tahun 2022 

Tanggal 22 April 2022 

Kode Uraian 
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 

6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 10.453.621.559 10.453.621.559 0 0 %  

6.1.01.05.01.0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0% 

6.1.01.05.01.0009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0% 

6.1.01.05.01.0010 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0% 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 50.026.863.424 50.026.863.424 0 0 %  

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0 %  

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0% 

6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (8UMD) 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0% 

6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0 %  

6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0 %  

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0 %  

Pembiayaan Netto 47.526.863.424 47.526.863.424 0 0 %  

fi, Bupati Karangasem r 

{ 1GEbe DANA 



8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 
Belanja 

9.000.000 9.000.000 0 
Pemeliharaan 

Belanja 

8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 
Pemeliharaan 

9.000.000 9.000.000 0 
Peralatan dan 

Mesin 

Jumlah Belanja 6.869.215.764 6.869.215.764 0 

Total Surplus/(Defisit) (6.869.215.764) (6.869.215.764) 0 

0 00 8.01.0.00.0.00.0l.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 

h supat Karangasem( 

{ IGEDE  DANA 
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2) BARANG 

Lampiran III : Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 14 tahun 2022 
Tanggal : 22April 2022 

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN 
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERJMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH 

No Nama Penerima Alamat Penerima Bentuk 
Sebelum Sesudah 

Bertambah/(Berkurang) 
Perubahan Perubahan 

Pemasangan lampu 

Penerangan Jalan 
[?] lingkungan Temega 15.000.000 15.000.000 0 

Sukra 

Spesifikasi : 

Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan 105.000.000 105.000.000 0 

Jumlah Hibah Pada SKPD 105.000.000 105.000.000 0 

Jumlah Total 10.121.603.401 10.121.603.401 0 

8 Bupati Karangasem /" 

{ 1 G E D E  DANA 
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